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W3-A/742/HM.02.3/V /2018 Padang, 07 Mei 2018
1 (Satu) rangkap

: Pemutakhiran Dan Pengakuratan Data SIPP

Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Agama

Se- Sumatera Barat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Membaca surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA

RI, Nomor : 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal

tentang Pemutakhiran Dan Pengakuratan Data SIPP, sebagaimana

surat disampaikan pada Saudara, dengan ini kami minta perhatian

Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Menggunakan SIPP versi mutakhir, jika ada update versi terbaru.

2. Melakukan input data perkara ke SIPP secara lengkap dan tertib
sesuai tugas, tanggungjawab dan wewenang User SIPP
sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA
RI, Nomor : 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 04 Mei 2018
terlampir.

3. Secara rutin melakukan kontrol tentang validasi dan akurasi data
perkara dengan cara membandingkan antara data perkara SIPP
lokal dan SIPP MA dengan buku-buku laporan perkara (LI-PA dan
LII-PA), buku jurnal keuangan perkara, buku-buku register
manual, terkait pelaksanaan penyelesaian minutasi,
penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi,
dan upaya hukum.

4. Mengoptimalkan fungsi Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan
Agama untuk memantau secara khusus pemutakhiran dan

pengakuratan data SIPP.


http://www.pta-padang.go.idEmoxY
mailto:admin@pta-padang.go.id

S. Dalam mengimplementasikan SIPP agar berpedoman pada :

a. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI Nomor 2270/DjA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07
Oktober 2016 perihal Peningkatan Prosentase Penanganan
Perkara di SIPP Mahkamah Agung RI sebagaimana surat
terlampir.

b. Angka 1 huruf a, b dan csurat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor
0028 /DjA.3/HM.02.3/1/2018 tanggal 4 Januari 2018, Hal
Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara Versi 3.2.0 di Lingkungan Peradilan Agama
sebagaimana surat terlampir.

6. Agar Tim Satgas SIPP di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Sumatera Barat dapat meningkatkan fungsi dan peranannya
dengan baik.

7. Melaporkan segera kepada Tim Pengembangan SIPP MA dan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
jika terdapat kendala/permasalahan teknis dan nonteknis
berkenaan dengan implementasi SIPP.

Demikianlah  kami instruksikan pada Saudara untuk

dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.
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11189  /DJA/HM.02.3/5/2018 4 Mei2018
: Penting

: 4 (Empat) Dokumen

: Pemutakhiran dan Pengakuratan Data SIPP

Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lm;gklmgan Peradilan Agama

Assalamu’alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 45/KMA/OT.01.3/04/2018,
tanggal 20 April 2018 Hal Perintah yang ditujukan kepada para Direktur Jenderal Badan Peradilan
(surat terlampir), kami perlu menegaskan bahwa kelengkapan, kevalidan dan kemutakhiran data
SIPP sangat berguna untuk pengambilan kebijakan di MA dan badan peradilan di bawalmya.: ¥

Oleh karena itu kami meminta Saudara agar:
1. Menggunakan SIPP versi mutakhir, jika ada update versi terbaru;

2. Melakukan input data perkara ke SIPP secara lengkap dan tertib sesuai Tugas, Tanggungjawab
dan Wewenang User SIPP (terlampir);

'3. Secara rutin melakukan kontrol kevalidan data perkara dengan cara membandingkan antara data

perkara SIPP lokal dan SIPP MA dengan buku-buku laporan perkara (LI-PA dan LII-PA), buku-
buku jurnal keuangan perkara, buku-buku register manual, terkait pelaksanaan penyelesaian
minutasi, penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi dan upaya hukum;

4. Mengoptimalkan fungsi Hakim Pengawas Bidang di PA/MS dan Hakim Pengawas Daerah di
PTA/MS Aceh untuk memantau secara khusus pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP;

5. Dalam mengimplementasikan SIPP agar berpedoman pada:

a. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor
2270/DjA/HM.02.3/10/2016, tanggal 7 Oktober 2016, perihal Peningkatan Prosentase
Penanganan Perkara di SIPP Mahkamah Agung RI (surat terlampir);

b. Angkal huruf a, b dan c surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
RI Nomor 0028/DjA.3/HM.02.3/1/2018, tanggal 4 Januari 2018, Hal Optimalisasi
Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.2.0 di Lingkungan Peradilan
Agama (surat terlampir).

6. Mengoptimalkan fungsi Tim Satgas SIPP di wilayah hukum masing-masing;
7. Melaporkan segera kepada Tim Pengembang SIPP MA dan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI jika terdapat kendala/permasalahan teknis dan nonteknis
berkenaan dengan implementasi SIPP. '



Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- YM. Ketua Mahkamah Agung R.L;
- YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;

1
2
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RL;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.L;

5.
6
7
8

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R1;

. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RL;
. Yth. Anggota Il Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
- Auditor Utama Keuangan Negara Il Badan Pemeriksa Keuangan R.I,



KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 20 April 2018
Nomor : 45/KMA/0T.01.3/04/2018
Sifat : Segera
Hal : Perintah
Yth.

Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung R.L
Di -

Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan R.I. atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatah dan Tata Usaha
Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah
Agung R.I. Nomor : 27/HP/XVI/01/2017 mengenai pelaksanaan penyelesaian minutasi,
penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi dan upaya hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara agar
memutakhirkan aplikasi SIPP dengan menetapkan mekanisme pengendalian oleh pejabat yang
berwenang selaku verifikator untuk menjamin validitas dan akurasi data entry dalam SIPEE

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

AHKAMAH AGUNG
LIK INDONESIA

Tembusan :

Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.

Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I1I Badan Pemeriksa Keuangan R.I
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.L

Arsip.

Sh: P o L =

No.4.1.a



Lampiran

Sural Direktur Jenderal Badan Peradilan Apama

Mahkamah Agung RI
: 1189 /DJA/HM.023/5/2018

Nomor

Tanggal

il wei 2018

A. Tupas, Tanggungjawab dan Wewenang User SIPP pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariya h Aceh

NO

USER

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Ketua

b.

Bertanggung jawab dalam  memastikan  akurasi data,
pengendalian mutu, keletapan waklu pengungga han daty;
Bertangguny, jawab dalam pengelolaan alur perkara socara
wmum di PTA/MS Aceh.

Wakil Ketua

.

Bertanggung jawab  dalam  memastikan akurasi - data,
pengendalian mutu, keletapan waklu pengu nggahan dala;
Berlanggung jawab dalam pengelolaan alur perkara secara
umum di PTA/MS Aceh.

Hakim

.

b,

Bertanggung, jawab penuh terhadap proses peradilan yang,
menentukan putusan suatu perkara.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa  Panitera
Pengganti yang, ditugaskan untuk masing-masing, perkara
tetap menjoge pemutakiran data pada a plikasi SIPP.
Berwenang, dafam mefakukan mpul data dan pembaharoan
data pada Penelapan Majelis Hakim, Pulusan Sela dan
Putusan Akhir

Panitera

i,

b.

Bertanggung jawab dalam  memastikan akurasi  data,
pengendalian muty dan ketepatan waklu pengunggahan
data kedalam aplikasi SIPP.

Berwenang dalam melakukan pemasukan dan pembaharvan
data pada Penunjukan Panitera Pengganti.

1

Wakil Panitera

.

1.

Bertanggung  jawab dalam  mewmastikan o kurasi data,
pengendalian mutu dan ketepatan waklu pengunggahan
data kedalam aplikasi SIPP.

Berwenang dalam melakukan ;‘n,(enmsukan dan pembaharuan
dala pada Penunjukan Panitera Pengganti.

6.

Panitera Muda Banding

i.

5.

bertanggung  jawab unluk membantu  Panilera  dalam
memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan kelepatan
waktu pengunggahan data kedalam a plikasi SIPP.
Berwenang wntuk melakukan pemasukan dan pembaharuan
data pada Checklist, Data Umum, Register Bandiny,
Minutasi, BHT dan Upaya Hukum.

Panitera Muda Hukom

Berlangeung  jawab  untuk membantu  Panitera  dalam

memastikan akurasi data, pengendalian mulu dan ketepatan

wakiu pengunggahan dala kedalam a plikasi SIPP.

8.

Panilera Muda Jinayah *)

a,

b.

bertanggung jawab untuk membantu  Panitera  dalam
memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepaton
waktu pengunggahan data kedalam aplikasi SIPP.

Berwenang sntuk melakukan pemasukan dan pembaharuan
data pada Checklist, Data Umum, Register Penahanan,

Minutasi, BHT dan Upaya Hukum




NO USER TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
9. | Panitera Pengganti a. Bertanggung jawab techadap data perkara mulai dari proses
persidangan sampai dengan minulasi.

b. Berwenang dalam  melakukan  penambahan  maupun
pembaharuan data perpanjangan penahanan, persidangan,
putusan sela, dan putusan akhir serta minutasi

10.] Bagion Kepegawaian Bertanggung, jowab dan mempunyai kewenangan dalam
penambahan maupun pembaharuan data Referensi Hakim dan

Referensi Panitera Pengganti

11| Administrator a.  Bertanggrung jawab dalam pemelibaraan sislem agar sislem
berjolan dengan semestinya;

b. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengembang SIPP MA
dan Ditjen Badilag jika terjadi permasalahan pada SIPP
PTA/MS Aceh atou PA/MS.

*) khusus Mahkamah Syariyah

B. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang User SIPP pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syartyah

NO

USER

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Ketua

a. Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data,
pengendalian muty, ketetapan waktu pengunggahan data;

b. Berlanggung jawab dalam pengeloloan alur perkara secara

umum i PA/MS,

Wakil Ketua

a. Berlanggung jawab dalam  memaslikan akurasi dala,
pengendalian muty, ketetapan waktu pengun geahan dala;

b. Bertanggung jawab dalam pengelolaan alur perkara secara
umum di PA/MS.

Flakim

a. Berlanggung fawab penuh terhadap proses peradilan yang,
menentukan putusan suatu perkara.

b. bertanggung jawab untuk momastilkan bahwa  Panilera
Pengpanti yang ditugaskan unl uk masing-masing perkara
letap menjaga pemutakiran data pada aplikasi SIPP.

¢. Berwenang dalam melakukan input data dan pembabaruan
data pada Penetapan Majelis Hakim, Putusan Sela dan

Putusan Akhir

Panilera

a. Bertanggung jawab dalam  memastikan akurasi  dala,
pengendalion mutu dan ketepatan waktu pengunggahan
data kedalam aplikasi SIPP.

b. Berwenang dalam melakukan pemasukan dan pembaharuan
data pada Penunjukan Panilera Pengganti dan Jurusita/

Jurusita Pengganti

Wakil Panilera

a. Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data,
pengendalian mutu dan ketepatan waklu pengunggahan
data kedalam aplikasi SIPP.

b. Berwenang dalam melakukan pemasukan dan pembaharuan
data pada Penunjukan Panitera Pengganti dan furusila/

Jurusita Pengganti

6.

Panitera Muda Permohonan

a. Dbertanggung, jawab untuk membantu  Panitera  dalam
memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan
waktu pengunggahan data kedalam aplikasi SIPP.




NO USER TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

b. Berwenang untuk melakukan pemasukan dan pembaharuan
data pada Checklist, Data Umum, Register Penahanan,
Minutasi, BHT dan Upaya Hukum

7. | Panilera Muda Gugatan 1. bertanggung  jawab untuk  membantu  Panilera dalam
memaslikan akurasi data, pengendalian muty dan kelepatan
waklu pengunggahan data kedalam aplj.lf(asi SIPP.

b, Berwenang wutuk melakukan pemasukan dan pem baharuan
data pada Checklist, Data Umum, Register Penahanan,
Minutasi, BHT dan Upaya Hukum

8. | Panitera Muda Hukum Bertanggung  jawab  untuk membanty  Panitera  dalam

memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepalan

waktu pengunggahan data kedalam aplikasi SIPP.

9. | Panitera Muda Jinayah *) 2. bertangpung jawab untuk membantu  Panilera dalam
memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan kelepatan
waklu pengunggaban data kedalam aplikasi SIPP.

b. Berwenang untuk melakukan pemasukan dan pembabarvan
data pada Checklist, Data Umum, Register Penahanan,
Minutasi, BHT dan Upaya Hukum

10.| Panilera Pengganti a. Bertangpung jawab terhadap data perkara mulai dari proses
persidangan sampai dengan minulast.

b. Berwenang dalam  melakukan penambahan  maupun
pembaharuan data perpanjangan penahanan, persidangan,
putusan sela, dan pulusana khir serta minutasi

11.| Kasir Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukan dan

pembaharuan data pada Porkara Biaya dan Jurnal Biaya perkara

perdalta

12.} Pelugas Meja 1 a.  Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukan dan
pembaharuan data pada Data Umum;

b, Meja 1 Jinayat mempunyai kewenangan dan berlanggung,
jawab dalam pemasttkan perkara baru dan pembabaruan
data pada Data Umum dan Register Pencthanan (khusus
Mahkamah Syariyah)

12.} Petugas Meja 1l a. Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukan dan
pembaharuan data pada Data Umum.

b. Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukan dan
pembaharuan data pada Data Minutasi, BHT dan Upaya
Hukum.

fed.| Polupas Meja 1 Berwenang dan bertanggung jawab dalam pemasukon dan

pembahargan data pada Data Minutasi, BHT dan Upaya

Hulkum,

15.| Juru Sita/Juru Sila Pengganti | a. pertanggung jawab menyampaikan pemberitahuan sidang
dan putusan kepada para pihak, -

b. Berwenang untuk mencetak pemberitahuan sidang (relaas)
dan pemberitahuan putusan.

16.| Koordinator Delegasi Bertanggungjawab terhadap kevalidan data bantuan panggilan/

pemberitahuan dari dan satker lain

17.| Bagian Kepegawaian Bertanggung, jawab dan mempunyai kewenangan dalam

penambahan maupun pembaharuan data Referensi Ha kim don

Referensi Panitera Pengganti

18.| Administrator a.  Bertanggung jawab dalam pemcliharaan sistem agar sisiem

berjalan dengan semeslinya;




NO USER TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

b. Molakukan koordinasi dengan Tim Satgas di wilayah
PTA/MS Aceh masing-masing, jika terjadi permasalahan
pada 5IPF;

) khusus Mahkamah Syariyah

’

| ““‘““'ﬁl‘{;}—_l,{/\bu.i ul Manaf, M.H.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
JI. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat — 10510
Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.net E-mail : dirjen@badilag.net

Nomor . 2270 /DjA/HM.02.3/10/2016 7 Oktober 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peningkatan Prosentase Penanganan Perkara
Di SIPP Mahkamah Agung RI
Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh; dan
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum wr. wh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa salah satu bahan pembuatan Laporan Tahunan Mahkamah
Agung Rl adalah data perkara yang bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu
L1PA 1s/d L1PA 8. Untuk itu, prosentase penanganan perkara setiap satker di SIPP MA seharusnya mencapai
91 s/d 100 persen (berwarna hijau) atau setidak-tidaknya mencapai 75 persen (berwarna kuning).

Mengenai perhitungan prosentase penanganan perkara di SIPP MA, dapat kami informasikan bahwa:

1. Proses penanganan perkara di SIPP MA dihitung mulai tahap pendaftaran hingga tahap minutasi.
Terdapat perbedaan rumus perhitungan prosentase penanganan perkara pada SIPP Satker dan SIPP MA,
dengan gambaran sebagai berikut:

a. Prosentase penanganan perkara SIPP Satker = _ Perkara Putus x100%
Sisa Lalu + Masuk

b. Prosentase penanganan perkara SIPP MA = _Perkara Minutasi _x 100%
Sisa Lalu + Masuk

Permasalahannya, saat ini masih banyak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang prosentase
penanganan perkaranya di SIPP MA masih rendah (daftar terlampir). Faktor-faktor penyebab dan solusinya
adalah sebagai berikut:

1. Terdapat data perkara yang diterima dan diputus sebelum tahun 2016, namun belum diminutasi.
Solusinya, lengkapi data perkara di SIPP Satker sampai tahap minutasi.

2. Terdapat perkara dari SIADPA yang belum valid, namun terlanjur dimigrasi ke SIPP. Data perkara
tersebut tidak dapat diubah atau diperbaiki. Solusinya adalah:

a. Jika data penetapan tidak dapat diisi, lengkapi data perkara hasil migrasi dengan menggunakan SIPP
Versi 3.1.4. yang akan dirilis pada akhir Oktober 2016.

b. Jika yang tidak dapat diisi adalah data selain penetapan, lakukan penghapusan data perkara di SIPP
Satker, kemudian ajukan usulan penghapusan data perkara di server MA ke Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama.

3. Terdapat perkara tahun 2016 yang sudah diputus dan diminutasi, tapi data perkaranya di SIPP Satker
tidak diinput sampai tahap akhir. Solusinya, harus input data perkara di SIPP Satker sampai tahap akhir,
dengan ketentuan:

a. Terhadap perkara cerai talak dan cerai gugat, input data sampai Akta Cerai.

b. Terhadap perkara lainnya, input data sampai tahap minutasi. )
KeUIUUIALL @jUuKall USUIAN pengnapusan aata perkara ai server MA ke Direktotat jenderal Badan Peradilan

Agama.



6.

Terdapat perkara yang dimohonkan Tabbayun/Delegasi Panggilan, namun belum dilaksanakan secara
tuntas oleh satker yang dituju. Solusinya, satker yang dituju harus mengisi data Tabbayun/Delegasi
Panggilan di SIPP.

Data perkara hasil sinkronisasi di SIPP Satker tidak langsung muncul di SIPP MA, karena:

a. Proses sinkronisasi bermasalah.

b. Adanya satker yang mengubah struktur database di SIPP satker

Solusinya adalah:

a. Periksa file sinkronisasi (Job.Log). Jika terjadi error saat proses sinkronisasi, tetap lanjutkan dan jangan
batatkan.

b. Tidak mengubah struktur database di SIPP satker, karena dapat merugikan satker sendiri dan
menghambat proses updating data satker-satker lain ke SIPP MA.

Tidak rutin melakukan sinkronisasi data perkara dari SIPP Satker ke server MA. Solusinya, lakukan

sinkronisasi data perkara dari SIPP lokal ke server Mahkamah Agung secara rutin, tiga kali setiap hari

kerja (pagi, siang dan sore).

Di samping menjalankan solusi-solusi di atas, diinstruksikan kepada Saudara untuk memerintahkan

pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing untuk terus
meningkatkan prosentase penanganan perkara di SIPP MA dengan cara sebagai berikut:

I

)

6.

Mengoptimalkan seluruh menu yang terdapat di SIPP Satker untuk keperluan proses pengadministrasian
perkara dan pelayanan publik di peradilan agama.
Secara kontinyu menginput data perkara di SIPP Satker dengan kriteria:
a. Perkara yang diterima tahun 2076.
b. Perkara yang diterima sebelum tahun 2016, yang diputus pada tahun 2016 dan
c. Perkara yang diterima sebelum tahun 2016, yang masih dalam proses banding.
Secara rutin melakukan perbandingan jumlah data perkara di SIPP Satker (Sisa Bulan Lalu, Masuk, Putus
dan Sisa) dengan SIPP MA (Sisa Lalu, Masuk, Minutasi dan Sisa).
Memberikan dukungan, motivasi, dan penghargaan kepada seluruh aparatur pengadilan di satker masing-
masing, baik kepada hakim, tenaga kepaniteraan, tenaga kesekretariatan maupun tenaga honorer, agar
SIPP terimplementasi dengan baik.
Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi kepada Tim Pengembang Aplikasi SIPP MA, yaitu :
1) Aminuddin Bukhary Harahap, A.Md. (Ditjen Badilag), HI: 083198016215
2) Nikmah Rahmawati, S.Kom. (Ditjen Badilag), I1P: 085642736390
3) Dika Andrian, S.Kom., SH. (PA Jakarta Barat), HP: 081298078787
4) Mohammad Roy Irawan, 5.Kom. (PA Ambarawa), HP; 085865554868
5} Hendra Dwi Prasetya (PA Ciamis), HP: 081646880198
6) Kamaruddin, S.Kom. (PA Palu), HP: 081245208017
7) Zulvan Sugiantoro, S.T. (PTA Palangkaraya), HP: 082156233326
Menjalankan seluruh solusi di atas paling lambat hari Jumat, 4 November 2016.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami

mengucapkan terima kasih.

TemQusan disaw Msaobent &ung . il g
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama selurph Indonesia.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R1 Lantai 6,7 dan 3
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510

Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277

Situs Web: hiips:/badilag. mahkamahagung.go.id E-mail : ditjen.badilag@@mahkamahagung.go.id
Nomor  :0028 /DjA3/HM.02.3/1/ 2018 4 Januari 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Versi 3.2.0
di Lingkungan Peradilan Agama

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Pengadilan Tinggi Agama;
Seluruh Indonesia

Assalamualailum wr. wb.

Sehubungan dengan telah diresmikannya penggunaan aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.2.0 oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2017
di Makassar dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1012/SEK/HM.02.3/12/2017, tanggal 8 Desember 2017, hal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat
lingkungan Peradilan, kami instruksikan kepada Saudara untuk:

1. Memerintahkan pimpinan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing agar:

a. Mengoptimalkan seluruh menu dan fungsi yang ada di SIPP dalam rangka membantu
efektivitas dan efisiensi tugas administrasi kepaniteraan, terutama:

1) Menu Arsip
2) Menu Delegasi Online (Tabayun)
3) Menu Mediasi
4) Menu Referensi (input NIP hakim dan tenaga kepaniteraan)
5) Submenu Referensi Data Pihak (input nomor identitas para pihak)
6) Menu Cetak Akta Cerai
7) Upload e-doc putusan
8) Upload e-doc BAS
9) Upload e-doc upaya hukum
10) Upload e-doc relaas
b. Melakukan input data perkara ke SIPP secara lengkap dan tertib, sesuai user dan tupoksi
masing-masing;
c. Melakukan backup database SIPP setiap hari atau setidak-tidaknya sepekan sekali;

2. Mengirimkan Laporan Implementasi SIPP Versi 3.2.0 (sesuai Lampiran I) dan usulan
perbaikan/ penambahan menu dan fungsi SIPP Versi 3.2.0 (sesuai Lampiran II) kepada Ditjen

Badilag melalui surat elektronik: bimon.badilag@gmail.com, paling lambat tanggal 16 Januari



Demikian, atas perhatian dan ketja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalai alaifu wr, wh.
a.a. Direktur Jenderal,
fur Pembinaan Administrasi
Agama

M Hasan, MH.&
522.199303.1.003

Tembusan disampaikan kepada:

YM. Ketua Mahkamah Agung RL;

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R1 Bidang Non-Yudisial;

YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RT;

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
Yth. Ketua Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia;

Yth. Pimpinan Proyek SUSTAIN-EU UNDP.
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